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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik
Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk
menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman
transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem
tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini
sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan
dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan
tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan

huruf latin:
Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab g
tidak
‘ - - -
Alif dilambangkan tidak dilambangkan

< ba’ B Be
< ta’ T Te
& sa S s (dengan titik diatas)
d Jim J Je

, ha (dengan titik
d ha h dibawah)
d Kha Kh ka dan ha
S Dal D De
3 Zal 2 zet (dengan titik diatas)




¥ ra’ R Er

5 Z Z Zet

< S S Es

ot Sy Sy es dan ye

i > i Z?bawa(ﬁ)engan e
- Pad d giebawa(hd)engan ik
L T ¢ :jeibawérc]i)engan titik
N “ ’ Z?kt)awafgengan ik
< "ain ‘ koma terbalik (diatas)
d Gain G Ge

= Fa F Ef

¢ Qaf | Q Qi

< Kaf K Ka

J Lam L El

£ M M Em

o Nun N g

9 Waw W We

g ha’ Ha Ha

& Hamzah | ' Apostrof

¢ Ya Y Ye

Vi




Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang
terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau
diftong.
a.  Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan
berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda | Nama Huruf Latin | Nama
Fathah A A
Kasrah I I

5 Dhammah | U U

b.  Vokal Rangkap
Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya
berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda Nama Hur.uf Nama
Latin

S Fathahdanya | Al a dani

"o Fathahdanwau | Au adanu
Contoh:

a8 - Kataba

(Jad - Fa’ala

}53 - zukira

Las - yazhabu

i - su’ila

LY - kaifa
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Js
3. Maddah

- haula

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa
harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
6ol Fathah dan alif A A dan garis di
i atau ya atas
S Kasrah dan ya I | dan garis di
atas
5 Hammah dan U U dan garis di
) wau atas
Contoh:
Ja - Qila
(=) - Rama
Jad - Qila

4.  Ta’arbutah

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:
a.  Ta’marbutah hidup
Ta’marbutah hidup atau mendapat harakat fathah,

kasrah dan dammabh, tranliterasinya adalah

b.  Ta’marbutah mati
Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
tranliterasinya adalah “h”.

“t”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta’marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua
kata itu terpisah maka ta’marbutah itu ditransliterasikan
dengan ha(h).
Contoh:

Jlab Y1 &sy; - raudahal-atfal

- raudatulatfal
g’;ml\ iu_,..\l\ - al-Madinah al-Munawwarah
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- al-Madinatul al-
Munawwarah

b - talhah

Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid,
dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan
dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddahitu.

Contoh:
L‘_.) - Rabbana
s - Nazzala
g - al-birr
Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu J' namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di
bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan
kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.

a.  Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
eS| - ar-rajulu
(A - as-sayyidu
oAl - as-syamsu

b.  Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan
dan sesuai dengan bunyinya.



Contoh:

m‘ - al-galamu
| - al-badi"u
AN ES| - aljalalu

c.  Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanda sempang.

Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi

dilambangkan, karena dlam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:
2 el - an-naw’
Vo 7, » ]
A syai’un

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain
karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi
ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

hza i‘jj\ (o bismillahimajrehawamursaha

aluyasla
Jad&dN il ibrahim al-khalil
" ibrahimul-khaliil

Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam
EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan



10.

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya.
Contoh:
U‘;—iﬂj}r‘ Yoo os s Wa ma Muhammadun illa rasl

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam
tulisa Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:
a1 S aagal Nasrunminallahiwafathungarib
RREEEH
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dengan llmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi
ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.
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MOTTO

""Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan,
Prove Them Wrong"

"Gonna fight and don't stop, until you are proud"

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-
lelah itu. Lebarkan lagi masa sabar itu. Semua yang kau
investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau

impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi
gelombang - gelombang itu yang nanti akan bisa kau
ceritakan
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ABSTRAK

Vicky  Nurhayah Labibah,2024, KEPATUHAN HUKUM
DISTRIBUTOR PADA JUAL BELI SPAREPART IMITASI DI
KABUPATEN PEKALONGAN. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Dosen pembimbing Dr.H.Mohammad Hasan Bisry, M.Ag.

Dalam undang — undang perlindungan hukum konsumen salah satu
yang harus dilakukan adalah pada pasal 7 poin (b) bahwa ““ Pelaku usaha
atau distributor harus memberikan informasi yang benar, jelas, jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan dalam melakukan kegiatan
usahanya.” Namun pada praktiknya dilapangan para pelaku usaha atau
distributor pada penjualan sparepart imitasi tidak memberikan informasi
yang jelas baik dari kualitas maupun dari sisi perbedaan sparepart antara
sparepart imitasi ataupun sparepart orisinal tersebut. Para pelaku usaha
hanya menjual belikan sparepart imitasi dan tidak menjelaskan apakah
sparepart yang akan dibeli konsumen tersebut imitasi ataupun orisinal
dan apakah sparepart itu masih layak pakai ataupun tidak dan harga yang
dijual oleh para pelaku usaha atau distributor sama seperti sparepart
orisinal hal ini menyebabkan kerugian bagi para konsumen dan
keuntungan besar bagi para distributor. Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan bagaimana bagaimana kepatuhan hukum distributor
sparepart imitasi di Kabupaten Pekalongan dan bagaimana factor yang
mempengaruhi kepatuhan hukum tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris yakni
penelitian hukum yang bertujuan memadukan antara apa yang seharusnya
boleh atau tidak dilakukan, menunjukkan salah dan benar dan bagaimana
praktiknya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum para
distributor sparepart imitasi belum memenuhi hak dan kewajiban sesuai
dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 baik itu dari pelaku usaha
ataupun dari konsumen yang membeli sparepart untuk dijual kembali.
Factor yang mempengaruhi kepatuhan hukum distributor sparepart imitasi
di Kabupaten Pekalongan faktor kesadaran hukum memiliki peran penting
dalam perilaku para distributor sparepart, Serta kurangnya pengetahuan
hukum dapat mengakibatkan distributor melakukan pelanggaran hukum
tanpa disadari, Pemahaman tentang kewajiban hukum dalam menjual
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sparepart imitasi penting untuk menjaga kesehatan praktik bisnis.
Distributor diharapkan mematuhi undang-undang yang mengatur
perlindungan konsumen dan merek dagang serta memberikan informasi
yang jelas dan benar kepada konsumen tentang produk yang mereka jual.
Namun, dalam praktiknya beberapa distributor mungkin tidak mematuhi
kewajiban hukum ini karena lebih memprioritaskan keuntungan daripada
kejujuran dalam jual beli

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Distributor, Konsumen,Sparepart,

XVi



Abstract

Vicky  Nurhayah  Labibah,2024, DISTRIBUTOR LEGAL
COMPLIANCE IN BUYING AND BUYING IMITATION SPARE PARTS IN
PEKALONGAN DISTRICT. Thesis, Department of Sharia Economic Law,
State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervising lecturer Dr.H.Mohammad Hasan Bisry, M.Ag.

In the consumer law protection law, one of the things that must be
done is in article 7 point (b) that "Business actors or distributors must provide
correct, clear, honest information regarding the condition and guarantee of
goods or services and provide explanations of use, repair and maintenance in
carrying out its business activities.” However, in practice in the field, business
actors or distributors selling imitation spare parts do not provide clear
information regarding the quality or differences between imitation spare parts
and original spare parts. Business actors only buy and sell imitation spare parts
and do not explain whether the spare parts that consumers will buy are
imitation or original and whether the spare parts are still suitable for use or not
and the prices sold by business actors or distributors are the same as original
spare parts. This causes losses for business people. consumers and big profits
for distributors. This research aims to explain how legal compliance is with
distributors of imitation spare parts in Pekalongan Regency and what factors
influence this legal compliance.

This type of research is qualitative field research with an empirical
juridical approach, namely legal research which aims to combine what should
or should not be done, show what is right and wrong and how it is practiced
in the field.

The results of the research show that the legal compliance of
distributors of imitation spare parts has not fulfilled the rights and obligations
in accordance with Law Number 8 of 1999, both from business actors and
from consumers who buy spare parts for resale. Factors that influence legal
compliance with imitation spare parts distributors in Pekalongan Regency.
Legal awareness factors play an important role in the behavior of spare parts
distributors. And a lack of legal knowledge can result in distributors
committing legal violations without realizing it. Understanding legal
obligations in selling imitation spare parts is important for maintaining healthy
business practices. . Distributors are expected to comply with laws governing
consumer protection and trademarks and provide consumers with clear and
correct information about the products they sell. However, in practice some
distributors may not comply with this legal obligation because they prioritize
profit over honesty in buying and selling
Keywords: Legal Protection, Distributors, Consumers, Spare Parts,
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Perkembangan usaha di bidang penjualan sparepart
yang bertambah semakin pesat dan meluasnya bengkel yang
berpusat di Indonesia serta tingginya minat beli konsumen
terhadap kendaraan roda 2 atau kendaraan roda empat untuk
memenuhi kebutuhan serta dengan harga yang lebih murah
itulah salah penyebab berkembangnya penjualan sparepart
imitasi.

Konsumen merupakan istilah yang kerap digunakan
dalam pembicaraan keseharian, hal semacam ini yang harus kita
perhatikan secara terbatas guna memudahkan pembahasan
mengenai perlindungan konsumen. Banyak berbagai definisi
mengenai rancangan undang-undang perlindungan konsumen,
dalam rangka untuk menuju terbentuknya undang-undang
perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen
terdapat pada pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*

Di dalam undang-undang perlindungan konsumen pada
pasal 7 nomor 8 tahun 1999 mengatur kewajiban para pelaku
usaha diantaranya adalah beriktikad baik dalam melakukan
usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi
penjelasan  penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,
memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang atau jasa yang
diproduksi dan atau diperdangangkan berdasarkan ketentuan
standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku, memberi
kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau

1 Undang-undang pasal 1 ayat 2 no 8 tahun 1999 tentang perlindungan
hukum konsumen

1
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mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan
garansi yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi
dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang
diperdagangkan, dan yang terakhir memberi kompensasi, ganti
rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.?
Dalam undang — undang perlindungan hukum konsumen salah
satu yang harus dilakukan adalah pada pasal 7 poin (b) bahwa
Pelaku usaha atau distributor harus memberikan informasi yang
benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau
jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan, dalam melakukan kegiatan usahanya.” Namun
pada praktiknya dilapangan para pelaku usaha atau distributor
pada penjualan sparepart imitasi tidak memberikan informasi
yang jelas baik dari kualitas maupun dari sisi perbedaan
sparepart antara sparepart imitasi ataupun sparepart orisinal
tersebut. Para pelaku usaha hanya menjual belikan sparepart
imitasi dan tidak menjelaskan apakah sparepart yang akan
dibeli konsumen tersebut imitasi ataupun orisinal dan apakah
sparepart itu masih layak pakai ataupun tidak dan harga yang
dijual oleh para pelaku usaha atau distributor sama seperti
sparepart orisinal hal ini menyebabkan kerugian bagi para
konsumen dan keuntungan besar bagi para distributor.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan
perlindungan kepada warga masyarakat, terkhususnya yang
berada dalam status lemah akibat tidak seimbanganya hubungan
hukum. Begitu halnya dengan hukum perlindungan konsumen
untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur.
Hukum Perlindungan Konsumen merupakan keseluruhan asas-
asas dan kaidah- kaidah yang mengatur dan melindungi

2 Undang-undang perlindungan konsumen pasal 7 nomor 8 tahun 1999
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konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan
penggunanya dalam kehidupan bermasyarkat.®

Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang nomor
20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pada pasal
1 ayat (2) berbunyi “ merek dagang adalah merek yang
digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang
secara bersama sama untuk membedakan dengan barang sejenis
lainnya.”* Pada praktiknya dilapangan merek pada sparepart
imitasi sama dengan merek sparepart yang ditiru bahkan sulit
untuk dibedakan antara sparepart imitasi dan orisinal. Hal ini
dengan mudah untuk para pelaku usaha yang menjual sparepart
imitasi karena mempunyai kemungkinan bahwa konsumen atau
pembeli tidak bisa membedakan antara sparepart imitasi
ataupun orisinal. Jika dilihat dari sisi konsumen sebagai pihak
yang dirugikan apabila konsumen tersebut membeli dan
mendapatkan sparepart imitasi dengan harga yang sama dengan
sparepart orisinal. Dalam hal jual beli sparepart imitasi dengan
penggunaan merek sama dengan orisinal telah diatur pada
ketentuan pidana pasal 100 ayat (1) undang undang nomor 20
tahun 2016 terkait dengan ketentuan pidana bahwa “setiap
orang menggunakan merek yang sama keseluruhannya dengan
merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa yang
sejenis dan diproduksi dan diperdagangkan dipidana dengan
penjara paling lama (5) tahun atau denda sebesar
Rp.2.000.000.000.00(dua miliar rupiah).”

Dengan permasalahan tersebut adanya ketertarikan oleh
peneliti  untuk membahas masalah dengan judul
“KEPATUHAN HUKUM DISTRIBUTOR PADA JUAL
BELI SPAREPART IMITASI DI KABUPATEN
PEKALONGAN”

3 Data observasi pada tanggal 26 maret 2023 jam 09.00 WIB
4 Undang-undang Nomor 20 pasal 1 tahun 2016 tentang merek dan indikasi
geografis



B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kepatuhan hukum distributor pada jual beli
sparepart imitasi di Kabupaten Pekalongan ?

2. Apa saja factor yang mempengaruhi kepatuhan hukum
distributor pada jual beli sparepart imitasi di Kabupaten
Pekalongan?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis kepatuhan hukum distributor pada
jual beli sparepart imitasi di Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi
kepatuhan hukum distributor pada jual beli sparepart
imitasi di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan penelitian
1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan
memberikan manfun teoritis sebagai pengembangan
terhadap pengetahuan, khusus bagi mahasiswa dan
akademik lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian
ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi
koleksi ilmiah dengan memberikan kontribusi
pemikiran tentang kepatuhan hukum distributor pada
jual beli sparepart imitasi di Kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan untuk
dapat dijadikan sebagai salah satu literatur maupun
referensi bagi masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan
peneliti dengan tema sejenis.

E. Kerangka teoritik

1. Kepatuhan hukum

Kepatuhan memiliki makna tunduk, taat dan
turut. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan
seseorang tunduk menurut sesuatu atau seseorang. Jadi,
kepatuhan hukum adalah keadaan seorang warga
masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan hukum
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yang berlaku.® Kepatuhan hukum merupakan produk
kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan
tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-
peraturan hukum yang ada dan berlaku. Soerjono
Soekamto mengatakan bahwa kepatuhan terhadap
hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih
luas yaitu kesadaran hukum. Menurut Tuti Haryanti ada
empat indicator kesadaran hukum vyaitu pengetahuan
hukum, pemahaman tentang hukum, sikap hukum, dan
perilaku hukum. ®Peraturan perundang-undangan harus
dapat menjamin jangkauan informasi yang bisa diakses
konsumen, khususnya mengenai informasi produk
barang dan jasa, termasuk di dalamnya fasilitas untuk
memilih, label sebagai identitas produk, kode tanggal
kadaluwarsa, serta hal-hal yang perlu untuk diketahui
konsumen. Kewajiban distributor mematuhi hukum
tidak dimaksud untuk mengurangi inovasi dan
kreativitasnya, tetapi berfungsi sebagai alat ketertiban
dan keteraturan dalam penciptaan praktik bisnis yang
sehat.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada undang
undang perlindungan hukum konsumen
Teori lain yang diperlukan sebagai dasar untuk
mendukung konsep sebelumnya adalah konsep atau
teori perlindungan hukum terhadap konsumen dalam
undang-undang perlindungan hukum konsumen. Hal ini
dirasa perlu mengingat praktik kegiatan bisnis adalah
kegiatan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua)
pihak, yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli atau
bisa disebut sebagai pelaku usaha dan konsumen. Setiap
pihak baik itu pelaku usaha maupun konsumen pasti

> Muhammad Zainal, “Pengantar Sosiologi Hukum”Yogyakarta:
Deepublish, (2019), 181

5 Fais Yonas Boa, Pancasila dalam Sistem Hukum, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2017), 204.
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menginginkan usahanya berjalan dengan baik, maka
untuk mewujudkannya setiap pihak haruslah memenuhi
hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai
pelaku usaha ataupun sebagai konsumen. tentang hak
dan kewajiban dari setiap pihak (pelaku usaha maupun
konsumen), telah diatur di dalam Pasal 4 sampai 7
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen.

Dengan diaturnya hak dan kewajiban konsumen
serta pelaku usaha, maka diharapkan kemungkinan-
kemungkinan negatif yang akan timbul dalam kegiatan
ekonomi masyarakat sebisanya dapat dihindari.” Dalam
undang undang tersebut juga ditegaskan poin-poin yang
menjadi hak-hak dasar dari konsumen, seperti: hak atas
keamanan, hak untuk memilih, hak atas informasi, hak
untuk didengarkan, hak untuk memperoleh kebutuhan
dasar hidup, hak untuk mendapat ganti rugi, hak untuk
memperoleh pendidikan konsumen dan hak atas
lingkungan yang bersih dan sehat.® Akan tetapi pada
praktiknya konsumen tidak mendapatkan hak nya
seperti poin (3) yaitu hak untuk mendapatkan informasi
yang jelas terhadap barang yang akan dibeli. Kemudian
pada pasal 7 poin (b) kewajiban pelaku usaha salah
satunya adalah “ Pelaku usaha atau distributor harus
memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
dalam melakukan kegiatan usahanya. Realitanya dalam
upaya melindungi konsumen masih terdapat banyak
persoalan yang pada akhirnya mengalami kerugian oleh
pihak konsumen, karena undang undang perlindungan

7Undang -undang Nomor 8 pasal 4 -7 Tahun 1999 Tentang perlindungan
hukum konsumen

8 Undang-undang pasal 4 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan hukum
konsumen.



7

konsumen sendiri belum bisa secara efektif memberikan
hukuman bagi para pelaku usaha yang tidak jujur dan
mengakibatkan kerugian pada konsumen.

. Jual beli

Jual beli merupakan tukar-menukar barang
dengan barang atau memikat barang dengan uang,
dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang
satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan.
Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan
dengan nama pihak yang satu menguatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebensan dan pihak lain untuk
membayar harga yang telah dijanjikan.®

Barang tiruan merupakan sebuah barang yang
diproduksi sebagai replica atau imitasi dari barang
bermerek. Barang tiruan lebih dikenal dengan istilah
barang KW. Kata KW berasal dari "kwalitas yang
konotasinya "imitasi atau "tiruan". Jadi, barang KW
merupakan sebuah barang yang diproduksi sebagai
tiraan, replika, atau imitasi dari barang lain. Barang
Imitasi diproduksi tanpa menggunakan hak merek yang
bersangkutan, para produsen membuatnya dengan cara
seperti meniru saja. Oleh karena itu secara sederhana
dapat dikatakan bahwa "barang KW" adalah barang
palsu. Di sisi lain,*® Produk imitasi merupakan produk
yang diciptakan dengan mengacu atau meniru pada
produk pionit. Imitasi dapat dilakukan dengan meniru
disain, membuat produk generik dengan harga yang
lebih murah seperti kasus yang masih marak yaitu
penjualan sparepart imitasi dan melakukan beberapa
penyempurnaan dari produk terdahulu.

9 Sabekti, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata ”; Jakarta,(2020),14
10 Nanda Amelia. Skripsi "Pengarah Cara Merck, Harga Dan Gaya

Terhadap Keputusan
Pembelian Produk Fashion Imitas" (Medan: Universitas Sumatera Utara), (2016),
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F. Penelitian yang relevan

Penelitian dengan tema Kepatuhan hukum distributor
sparepart imitasi merupakan bukan suatu hal yang baru, banyak
penulis terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan tema
permasalahan ini diantaranya adalah :

Pertama, telaah Skripsi Enjang Kukuh Prihantoro yang
berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek
Terhadap Peredaran Barang Tiruan Tanpa Lesensi di
Indonesia”. Jenis penelitian pada penelitian ini  ini
menggunakan jenis penelitian normatif. Tujuan penelitian ini
yaitu untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum
terhadap barang tiruan tanpa lisensi menurut Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan untuk mengetahui
dan memahami penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh
pelaku usaha barang tanpa lisensi terhadap pemegang merek.
Penelitian Enjang Kukuh Prihantoro tersebut, terdapat beberapa
perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang akan
dilakukan. Persamaannya yaitu samasama menelitian mengenai
perlindungan konsumen. perbedaannya yaitu penelitian ini
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan
penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis
empiris. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan memahami perlindungan hukum terhadap barang tiruan
tanpa lisensi menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek dan untuk mengetahui dan memahami
penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pelaku usaha barang
tanpa lisensi terhadap pemegang merek,
sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk menganalisis
aspek Implementasi Undang Undang No 8 Pasal 4 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Pada Jual Beli
Sparepart Imitasi Di Kabupaten Pekalongan.

Kedua, Skripsi Ardian Wahyudi yang berjudul "Analisis
Perlindungan
Konsumen Terhadap Barang- barang Tiruan dalam Etika
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Berbisnis Islam (Studi Kasus Toko Handphone Kota
Semarang)". Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian
normatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja
yang mempengaruhi adanya usaha barang tiruan serta untuk
mengetahui apa saja yang mempengaruhi konsumen sehingga
memilih untuk memakai barang-barang tiruan. Penelitian
Ardian Wahyudi tersebut, terdapat beberapa perbedaan dan
persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan. Persamaan
penelitian ini yaitu sama-sama tentang perlindungan konsumen,
sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan
penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis
empiris. Selain itu pada penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apa saja yang mempengaruhi adanya usaha barang
tiruan serta untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi
konsumen sehingga memilih untuk memakai barang- barang
tiruan, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk
menganalisis Implementasi Implementasi Undang Undang No
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Pada
Jual Beli Sparepart Imitasi Di Kabupaten Pekalongan.

Ketiga, Skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pada
Kemasan Oli Federal (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera
Utara)" hasil penelitian bahwa pelaku melakukan modus
pemalsuan menggunakan cara menyerupai produk tersebut
akibat yang lain 4 antara lain ialah penegakan hokum di
sumatera perihal perkara tersebut sudah pada jalankan sang
pihak berwenang Penelitian ini dalam praktiknya memiliki
kesamaan dari Jenis penelitian dengan menggunakan yuridis
realitas dan Sifat penelitian nya adalah deskriptif serta pula
menggunakan metode kualitatif pada memperoleh data serta ada
persamaan pada objek yang akan penulis teliti dalam Penelitian
ini juga ada perbedaan terkait dengan dasar aturan yang
dipergunakan sang peneliti sebelumnya, sedangkan pada
penelitian yang akan penulis teliti memakai 2 dasar hukum yaitu



10

UU No 20 Tahun 2016 Pasal 83 dan 84 wacana Merek dan UU
No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.18 lalu, seluruh data serta
berita diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif.
berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus pelaku
pemalsuan merek di bungkus oli federal yaitu dengan
menghasilkan produk oli yang menggunakan merek federal
yang menyerupai menggunakan produk aslinya, pelaku
memperdagangkan produk yang mereknya dipalsukan tersebut
dengan harga yang lebih murah asal harga produk oli yang
bermerek federal. disparitas dari penelitian ini adalah objek
yang ditelitti berupa oli federal sedangkan objek yang akan
penulis teliti merupakan seluruh bentuk sparepart mulai asal oli
sampai onderdil tunggangan.

Keempat, Tesis yang berjudul "Praktik pengawasan
onderdil-aksesoris kendaraan bermotor di Polres Kota Malang
prespektif hukum Islam." Undergraduate thesis, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Menyimpulkan bahwa
Masih banyak kekurangan layakan onderdil-aksesoris yang
dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi, aneka macam
onderdil aksesoris kendaraan bermotor bukan original dan tidak
di uji, maka UndangUndang No.22 Tahun 2009 menjadi
panduan pengaturan pihak LANTAS serta DISHUB yang
belum secara khusus mengungkapkan onderdil-aksesoris yang
layak. kemudian, berasal segi aturan Islam, penggunaan
onderdilkendaraan bermotor harus yang tidak merugikan diri
sendiri dan orang lain. Dalam tesis ini terdapat persamaan
dengan penelitian penulis dalam Penelitiannya tetap
berdasarkan undang undang yang berlaku Diindonesia dan jenis
penelitian yang sama dalam pengambilan data. Dalam tesis ini
juga terdapat perbedaan UUD yang mengatur tentang hal
tersebut serta didalam tesis tersebut meneliti dalam konteks
Hukum islam. Dalam praktiknya terdapat perbedaan objek yang
diteliti oleh penulis yaitu meneliti tentang pengawasan onderdil-
aksesoris kendaraan sedangkan dalam penelitian yang akan
penulis teliti tentang peredaran oli imitasi. Perbedaan lain

10
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diantaranya tesis ini hanya menggunakan Undang No.22 Tahun
2009 sebagai pedoman pengaturan pihak LANTAS dan
DISHUB Tanpa menggunakan Undang undang yang mengatur
tentang merek. Seharusnya dalam tesis ini juga harus
menggunakan undang undang tentang merek dikarenakan ini
menyangkut tentang merek mana yang disalahgunakan oleh
pelaku.

Dari berbagai penelitian yang disebutkan diatas tampak
jelas bahwa sudah ada peneliti yang melakukan penelitian
tentang jual beli sparepart Imitasi. Kebanyakan penelitian
diatas membahas mengenai penegakan hukum dan analisis
hukumnya pada jual beli sparepart Imitasi ini yang menjadi
permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini juga memiliki
kemiripan Namun, pada penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti selain mengkaji tentang bagaimana kepatuhan hukum
distributor sparepart imitasi di Kabupaten Pekalongan. Peneliti
juga akan mengkaji apa saja factor yang mempengaruhi hukum
distributor sparepart imitasi di Kabupaten Pekalongan tersebut.
Oleh karena itu penelitian ini layak untuk dilakukan.

G. Metode penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan adalah

Penelitian hukum Yuridis- empiris. Adapun pada

penelitian ini akan dikaji perihal perilaku atau penerapan

hukum secara nyata yang terjadi di masyarakat terkait
dengan kepatuhan hukum distributor sparepart imitasi

di Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

Kualitatif yang datanya dihasilkan oleh responden

secara tertulis dan nyata sesuai perilaku yang

dilakukannya .Adapun dalam penelitian ini akan dikaji
tentang kepatuhan hukum distributor sparepart imitasi

di Kabupaten Pekalongan.

11
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3. Sumber data

Sumber data merupakan Sesuatu upaya yang

memberikan informasi mengenai suatu data. Berikut
Sumber data yang akan digunakan penulis :

a)

b)

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah
konsumen vyang terkena dampak langsung
maupun tidak langsung dari penyebaran
sparepart imitasi tersebut.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini
adalah diperoleh dari
laporan laporan, dan dokumen dokumen lainnya
yang relevan dengan objek penelitian yang
dikaji. Adapun yang menjadi bahan sekunder
adalah undang undang nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan hukum konsumen dan
undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang
merek dan indikasi geografis.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk Mendapatkan informaasi tentang objek

yang diteliti oleh peneliti menggunakan beberapa
metode yaitu:

a)

b)

Observasi metode ini digunakan untuk
melakukan pengamatan secara langsung dalam
rangka memahami,mencari jawaban terhadap
fenomena-fenomena  dilapangan, dengan
beberapa kali melakukan jual beli sparepart dan
mendengar langsung tentang adanya sparepart
imitasi..

Interview (Wawancara) Metode ini untuk
mengumpulkan data tentang masalah dan
member pertanyaan secara langsung seputar
tujuan dari penelitian ini. Peneliti juga
melakukan wawancaran langsung kepada
pemilik toko atau bengkel yang berkenan untuk

12



13

diwawancarai adanya penjualan sparepart
imitasi dengan

c) Dokumentasi Merupakan Sebuah Metode yang
menggunakan kumpulan dokumen dokumen
seperti Foto,tulisan,file maupun audio visual
sebagai pengumpulan data. Metode ini yang
sifathya dekomenter yaitu dengan cara
mempelajari,mengidentifikasi,dan menelaah
sumber data yang didapatkan dari permasalahan
penelitian. Data data yang dimaksud berupa
buku buku terkait, laporan hasil penelitian jurnal
ilmiah dan lain sebagainya.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan kegiatan memberikan

telaah yang dapatmenentang, mengkritik, mendukung,
menambah atau member komentarkemudian membuat
kesimpulan hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan
teori yang ada. Data-data yang telah berhasil dihimpun
kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil penelitian
yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah
analisis yuridis yang bersifat deskriptif kualitatif
(metode analisis kualitatif). Dalam hal ini aktifitas
analisis meliputi :

a)

b)

Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkan dan menyeleksi
setiap data yang masuk dari hasil penelitian yang
dilakukan di lapangan, fokusnya terhadap data
penting sesuai dengan tujuan penelitian dan
membuang data yang tidak diperlukan dari data
yang telah dikumpulkan akan diolah menjadi data
yang bermakna umak mempermudah melakukan
pengumpulan data selanjutnya.
Penyajian data ( data display)

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya
setelah redaksi data. dalam penelitian kualitatif
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penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang
bersifat naratif dengan menyajikan data yang telah
tersusun secara tertulis maka dapat memudahkan
peneliti untuk memalumi permasalahan yang terjadi
untuk melanjutkan penelitian.
c) Penarikan kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat
menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah
dirumuskan di awal, namun bisa juga menjadi
kesimpulan yang bersifat sementara bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat dan akan
berkembang setelah melakukan penelitian langsung
di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif
dapat menjadi temuan baru yang berupa deskripsi
atau gambaran dari objek yang diteliti untuk
menjadi kesimpulan yang bermakna dari suatu
penelitian.
H. Sistematika penulisan
Hasil penelitian ini akan disusun dalam karya ilmiah
berupa Skripsi yang terdiri dari lima bab. Tiap tiap bab akan
dirinci lagi menjadi menjadi beberapa sub bab yang merupakan
bagian dari pokok pikiran dengan susunan sebagai berikut:
Bab 1, bab ini berisi dari pendahuluan yang memuat
tentang latar belakang,rumusan masalah tujuan
penelitian,kegunaan penelitian, penelitian yang relevan
kerangka teori,metodologi penelitian dan sistematika penelitian.
Bab 11, bab ini berisi landasan teoritis yang memaparkan
teori atau konsep yang terkait dengan kepatuhan hukum
distributor sparepart imitasi di Kabupaten Pekalongan. Pada
tinjauan umum tentang bagaimana kepatuhan hukum distributor
sparepart imitasi di Kabupaten Pekalongan. serta faktor yang
mempengaruhi kepatuhan hukum distributor sparepart imitasi
di Kabupaten Pekalongan. Didalam bab ini juga semua konsep
dan teori yang akan digunakan dan tertera dalam penelitian ini
diantaranya Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam
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undang undang perlindungan konsumen,perlindungan hukum
hak merek dagang dan konsep akad.

Bab 111, bab ini memuat uraian mengenai hasil penelitian
dan pembahasan terhadap masalah yang menjadi fokus
penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang kesesuaian hasil
wawancara atau hasil penelitian lapangan apakah distributor
sparepart imitasi telah sesuai dengan Undang undang yang
telah diatur Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal 100
tentang hak atas merek dan Undang Undang No 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan hukum konsumen, Pemaparan hasil
penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan secara detail dan
rinci terkait halhal yang diperoleh dilapangan, sehingga bisa
menjadi pijakan untuk melakukan analisis sesuai dengan tujuan
penelitian dan juga gambaran umum para konsumen dalam jual
beli sparepart imitasi dan praktek sparepart tersebut.

Bab 1V, pada bab ini penulis akan menganalisis Tentang
kepatuhan hukum distributor sparepart imitasi di Kabupaten
Pekalongan serta Faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum
distributor sparepart imitasi di Kabupaten Pekalongan

Bab V adalah bab penutup, berisi kesimpulan yang
merupakan sebuah rangkaian konsitensi dari rumusan masalah
dan analisis dari bab sebelumnya, serta saran-saran bagi para
penulis dan pihak-pihak yang terkait.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Dalam praktiknya, beberapa distributor tidak mematuhi
kewajiban memberikan informasi yang jelas kepada
konsumen tentang barang atau jasa yang mereka jual
terutama berkaitan dengan kualitas dan perbedaan antara
sparepart imitasi dan asli. Kurangnya informasi yang
diberikan kepada konsumen mengakibatkan kerugian bagi
konsumen dan keuntungan bagi distributor yang seringkali
menjual sparepart imitasi tanpa menjelaskan kualitas atau
perbedaannya. Hal ini menjadi dampak negatif bagi
konsumen yang hanya membeli sparepart untuk kebutuhan
pribadi dan juga merugikan pemilik merek asli dari
sparepart tersebut. Distributor yang menggunakan merek
yang sama dengan produk asli untuk menyebarkan
sparepart imitasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
undang-undang merek, dan pemilik merek atau konsumen
yang dirugikan dapat mengajukan aduan sesuai dengan
undang-undang tersebut. Dalam konteks hukum Islam jual
beli sparepart imitasi termasuk dalam kategori jual beli
yang bathil karena melanggar rukun dan sifat-sifat yang
sesuai dengan syariat.

2. Factor yang mempengaruhi kepatuhan hukum meliputi
faktor kesadaran hukum memiliki peran penting dalam
perilaku para distributor sparepart. Distributor yang
memiliki kesadaran hukum yang baik cenderung mematuhi
aturan dan regulasi yang mengatur bisnis mereka. Hal ini
dapat membantu mereka menghindari risiko hukum yang
tidak diinginkan dan menjaga reputasi bisnis mereka.
Namun beberapa distributor mungkin memiliki kesadaran
hukum yang rendah yang dapat menyebabkan mereka tidak
memperhatikan  konsekuensi hukum dari penjualan
sparepart imitasi. Serta kurangnya pengetahuan hukum
dapat mengakibatkan distributor melakukan pelanggaran
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hukum tanpa disadari. Para distributor mungkin tidak
memahami peraturan yang mengatur hak kekayaan
intelektual dan risiko hukum yang terkait dengan penjualan
produk imitasi. Hal ini dapat mengakibatkan mereka
terkena sanksi hukum, termasuk denda dan tuntutan hukum.
Pemahaman tentang kewajiban hukum dalam menjual
sparepart imitasi penting untuk menjaga kesehatan praktik
bisnis. Distributor diharapkan mematuhi undang-undang
yang mengatur perlindungan konsumen dan merek dagang
serta memberikan informasi yang jelas dan benar kepada
konsumen tentang produk yang mereka jual. Namun, dalam
praktiknya beberapa distributor mungkin tidak mematuhi
kewajiban hukum ini karena lebih memprioritaskan
keuntungan daripada kejujuran dalam jual beli.
B. Saran
Distributor harus menegaskan pentingnya pemahaman
hukum dan kepatuhan terhadap peraturan dalam praktik bisnis,
serta perlunya tindakan hukum untuk menangani penjualan
produk imitasi yang melanggar hak kekayaan intelektual dan
merugikan konsumen. Distributor juga harus menerapkan
pentingnya kesadaran hukum dan memiliki pengetahuan
tentang regulasi yang berlaku dalam menjalankan bisnis, serta
perlunya penerapan kewajiban hukum untuk menciptakan
praktik bisnis yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak
terkait.
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